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PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
NOMOR &6 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGUTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

a.

WALIKOTA TUAL,

bahwa wuptuk melaksanakan ketentwan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keunangan dan Administratf Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwalilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan
hak kcuangan dan admimstratit Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalarm huraf a di atas, perfu menetapkan
Peraturan Daersh tentang Hak Keuangan  dan
Administratif Punpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Tual.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra
Tingkat 11 Dalam Wilayah Dacrah Bwatantra Tingkat I
Maluku [Lembaran Nepgara Repuhlik Indonesia
Tahun 1958 Nomeor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 199¢% Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomeor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tuzl di Provinsi Maluku (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 97,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4747);

Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor #4810), sebagaimanz telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tenlang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 72008 tentang Partai Politik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tammbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189
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Undang-Undong Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentakan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Kegura  Republik Indoncsia Tahon 20171 Womor B2,
Tambahan Lembaran Nepara  Republik  Indonesia
Nomor 5234},

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maselis
Permusyawaratan Ralovat, Dewan Perwalkalan Raloyad,
Twan Perwskilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5368);

Undang-Undang Noemor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahar: Deerabk (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5587) sebsgaimana
tglah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indenesizg Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tontang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Nogara
Eepubbk Indonesia Tahun d005 Nomor 140, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan  Perwalkilan
Ralgyat Daerah dan Tata Tertib Dewarn Perwaldlan Rakyat
Daerah [Lembaran . WNegara  Republik Indonesia
Talmn 2010 Nomor 22, Tambahan Lemharan Negara
Eepublik iIndonesia Nomer 5104);

Peraturan Pemenntah Nemor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuwangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalarm Neger Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Fengeleiman  Keouangan  Daerah,
sebagaipana  telah diubah rterakhir dengan Pepaturan
Menteri Dalam Negeri Nomaor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedia Atas Peraturan Menterr Dalam Neger
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelolaan
Kcuangan Dacrah (Berita Noegara Republik Indoncsia
Tahun 2011 Nomor 3109,

Peraturan Menterli Dalam Neger; Nomor 80 Tahun 20135
tenteng Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Nepars Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomer 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanasan dan  Pertanpgungiawahan  Dana
Operasional Penganggaran dan  Pertanggungjawaban
Penggunaan Belama Perunjang Opesrasional;




14 Peraturan Daerak EKota Tual Nomor 02 Tahun 2016
tentaneg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerab
Kota Tual {Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016
Nomor 88, Tambahan Lembaran Dacrah Kota Tual
Nomor 7096);

Dengan Pcrsctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
Dan
WALTKOTA TUAL

. MEMUTUBEAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK EKEUANGAN DAN

ADMINISTRATIF  PIMPINAN  DAN  ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL.

BAB [
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dacam Peraturan Daerah ind vang dimaksud dengan .

L.
2.
3.

tn

10,

11.

Pemerintah Daersh adalah Pemerintah Daerah Kota Tual.

Wwalilkota adalah Walikota Tual.

Dewan Perwakilan Rakyval Dacrah, selanjuinys disebut DFRD adatab
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola Tual.

Punpinan Dewan Perwakilan Ralkyat Dasrah, selamut disebut Pimpinan
DFRD adalah pejabat daerah yang memegang jabalan Kelua dan Walkal
Ketua DPED Kota Tual sesual peraniran perundang-undangart.

Angoota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, selanjut disebul Anggola
DPERD adalah pejabat daerah vang memegang jabsatan anggota DPRD
Kota Tual sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
Sekretamat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kota Tual. :

Sckrotans Dewan  Perwaldlan Raelorat Daerah, selamputnya disebut
Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwzlilan Rakyat Daereh
Kata Tual.

Uang representasi adalah uang vang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
Pimpinsn dan Anggota DFRLD.

Uang paket adalah uang yvang diberikan setiap bulun kepada Punpinan
dar Anggote DPRTDY dalamn menghaditd dan menglaafi rapat-rapat dinas.
Tinjangan jabatan adatah uang yvang dibenkan setqap alan kepada
Pimpinan dan Anggota TWPRT karena kedudukannya sebapal Keroa,
Waldl Ketua, dan Anggota PR

Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yanz dibenkan setap
bulart kepada Pimpinan dan Anggeta DPRD  sehubungan dengan
kedudukannya sebagai Keraa, Waiil Ketua, Bekertaris, Anggota Badan
Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan
Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerazh, dan alat
kelengkapan lain yang dipertukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
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Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tanjangan yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD schubungan dengan kedudukannya
sebagal Ketua, Walal Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus
yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentule oleh rapat
paripurna uniuk membahas hal bersifat tertentu dan kkhusus.

Tunjangan Komunikasi Intensi, selanjutnya disebut TKI adalah uang
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggoeta DPRD setiap bulan dalam
rangka mendarong peningkatan kineija Pimpinan dan Anggota DPRD,

JCTunjangan reses adelah tunjangan yanp diberikan kepada Pimpinan

DPRD dan Anggota DPRD sellap melakukan reses,

Tunjangan kcscjahicraan adalah tunjangan vang diberitkan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kernatian, pakaian dinas dan artribut, rumah
negars dan perlengikapannya, kendaraan dinas jabatan bagl pimpinan
DPRD, belanja rumah tangga bagl Pimpinan DPRD, dan funjanpan
transportast bagi Anggota DPRD.

Uang jasa penpabdian adalah uang yang diberikan kepada Pitnpinan dan
Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengalthirl masa tugasnva
setelah yvang bersanghutan diberhentikan dengan hormat.

Dana  Operasional  Pimpoman  DPRD,  selanjutnya  discbut  Dana
Operasional adalah dana yvang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan
representasi, pelavanan, dan  keburuhan lain puna melancarkan
pelabizanaan tugas Pimpinan DPHED sehari-bari.

Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APRD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kaota Thaal

BAB II
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPFRD

Bagian Kesatu
Urmuam

Pasal 2

Penghasiian Pimpinan dan Anggota DPRD ferdin atas -

SR e R e o

(1]

uang representasi;

lunjangan keluargs;

tuniangan heras,

uang paket;

tumjangan jabatan;

tunjangan alat kelengkapan;
lunjangan dlal kelenpgkapan lain;
tunjangan komunikasi intensif; dan
tunjangan reses.

Paszal 3
Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 haruf a, huraf b, horoef e, huraf d, harot e, hurof {, dan hurof g
ditebankan kepada APBD.

i Pajak penphasilan sebapaimana ducaksud dalam Pasal 2 huruf b dan

huruf 1 dibebankan kepada Pimpinan dan Angpota DPED yvang
bersangiutan,

Pemmbebanan pajak sebagaimana dimskesud pada ayat (1] dan ayat ()
dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.



Bagian Keduza
Uang Representasl

Fasal 4

i1} Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh vang representasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

(2} Uang represcatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
budan.

Pusal S

(1} Usng representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walizota,

(2) Uang represertasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen)
dart wang representss Ketua DERD.

{3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujun pulub Lima persen)
dari uang representasi Ketua DPRI.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Fasal &

(L] Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan
tunjungan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan
huraf ¢

{2} Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada
ayat 1] diberikan setiap bulan.

(3) Besaran tunangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud
pada avat (1] adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan
heras bagl pegawal aparatur sipil negera sesusx dengan  peraturan
perundang-undangan,

Bagizn Keempat
Uanp Paket

Pasal 7

(1) Pirmpinan  dan  Anggota DPRD  berhak memperoleh -uang  paket
sebagaimana ¢imaksud dalam Pasal 2 huruf d.

(2} Unang paket sebagaimana dimalksud pada ayat (1} diberikan setiap bulan.

(3) Vang paket schagaimana dimaksnd pada ayal (1] sebesar 10% [scpuluh
persen) dari uang representasi yang bersangkatan.

Baman Kclima
Tunjangan Jabalan

- Pazal 8

1y Pimpinan dan Anggola DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurufe.

[2) Tunjangan jabatan schagaimana dimaksud pada ayat (1] diberikan setiap
bulan.

(3} Tumyjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehesar 145%
[seratus empat pulub lima  persen) darl wang representasi vang
hersangkulan.



(1}

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

Dimpinan dar Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah,
Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan
Radan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelenghkapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huraf £

(2} Tunjangan alat kelerghkapan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana

Airnalsud pada ayat (1} diberikan setiap bulan.

(3} Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1)

{13

(2}
[3)

{43

diberikan dengan ketentuan !

a. unitul jubatan ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)] dari
tunjangan jabatan Kemua DFRD,

b, untak javaran wakil ketia, sebesar 5% {lima perscn) dan tunjangan
jubatan Ketua DIPRD;

¢. uantuk jabatan sekrctaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan
jabatan Kelua DPFRD; dan

d. untuk jabatan angeota, sebesar 3% (tga persen} darl tunjangan
jabatan Ketua DPRD.

Bagian Kelujuh
Tunjangan Alui Kelengkapan Lain

Pasal 10
Pimpinan dan Anggota DPRD yung duduk dalam alat kelengkapan lain

berhak memperclel tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 2 hurut g.

Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

diberikan setiap bulan.

Besaran tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimalksud dulam
Pasil 10 ayat (7} secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran
tunjangan alat kelengkapan lain,

Tunjangan alal kelengkapan lain sebapaimana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat {2] diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan
melalkganakan tugas. :

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal L1

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Angeota DFRD diberikan
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2
huarul h.

Pasal 12

(1} Tunjengan komunikati intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

(2]

diberikan  sctisp bulan  dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daeralh,

Kemampuan keuwnngan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1
ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan
amum daerah dikurang dengan belanja pegawal aparatur sipil negara,



Faszal 13

{1} Kemampuan kewangan daersh sebagaimana dimaksud da]am Pasal 12
avat (2] terdiri atas 3 (nga) kelompoek, yaitu :

B tnge,
b sedang; dan
. rendahl.

{2} Permnberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam

Faszal 11 dilakukan dengan ketentuan :

a. untuk kelompok kemsmpuan daersh tinggi sebagaimana dimaksud
dalzmn Pasal 13 ayat {1} huruaf a, paling banyalk 7 [tujuh) kali dar
uang representasi Ketua DPRD;

b, untuk kelompok kemampuan daerah sedang schagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huraf b, paling bantyals 5 {lima) kali dar uang
representasi Ketua DPRD; dan

o untulk kelompolr kemampuan dacsrah rendah sebagaimana dimmalesud
decam Pasal 13 ayat {1} hurif ¢, paling banyak 32 {tiga) kali dari uang
representast Ketua DPRD.

Pasal 1d

{1} Data yang digunakan Scbﬁgai daszar perhittngan kemampuan keuwangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 avat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peratuuran Walikora.

{2} Ferhitungan kemampuan kevangan daerah scbhapalmana dimaksud
pada syat {1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual

Bagian Kesembilan
Tunjangan Reses

Pasal 13

Setiap melaksanakan reses, Pimpinarn dan Angpota DPRD  diberikan
ningangar reses schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huraf @ dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daeral.

Pasal 156

Ketentuan mengenai pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat [2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pemberian tunjangan reses.

BAB I
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
DAN ANGOGOTA DPRD

Bapian Kesatu
Umum

Pasal 17

(11 Tun:angan gesejahieraan Pimpinan dan Angeota DPRD terdin atas -
4. jaminan <esehatan;
. jaminan xecelakasn kerja;
¢. jaminan kemmatian; dan
d. pakaian dinas dan ateibut,

=1



(2]

()

{2

(2]

Selain tumjangan sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Punpinan DPRD
disediakan tinjangan kesejahteraan berups -

a. rumah negara dan periengkapannyva:

b. kendarasn dinas jabatan; dan

¢ belamga rurnak tangesa.

oelain tunjangan sebagaimana dimaksad pada avat [1), Anggota DPRD
dapat disediakan unjangan kesejahteraan beraps .

a. rumal negara dan perlenglapannya; dan

n. niniangan fransportasi

Bapran Kedua
Jaminan Kesehalan

Pasal 18

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud delam Paszl 17 ayat (1)
hurat a dibocrikan dalam bentuk ran kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan sesual peraturan perundang-undangan.

Jominan kesehatan sebagaumana dimaksud pada ayat (1} jugs
termasuk suami/isini dan anak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pazal 10

Selain jarmnan kKesehatan sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 18
avat {1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan
yang bertujuan uniuk mengerahui status keschatan di luar cakupan
pelayanan kesehatan vang diberikan oleh Badan Penyvelenozara Jaminan
Snsial Kesehatan,

Pemeriksaan  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilaksanakan ! [satu) kali dalam | [sztu) tahun dan dilakukan dalam
negerl serta tidak termasuk suami/istri dan analk.

sctentean lebih lanjut mengcnal pemeriksaal kesehatan schagainana
dimaksud puda ayat (1) diatur dalam Perataran Walikata Taal.

Buagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kemaltian

Pasal 20

Jarunan secelakaan kerja dan jaminan kematisn sebagaimana dimaksied
dalam Pasal 17 avat (1) huruf % dan humaf ¢ diberikan dalam beoruk
ran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenapskerjaan
sesual peraturan perundang-undangan.

Jarminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksuc
dalam Pasal 17 ayat {1} huruf b dan huruf ¢ diberikan sesual dengan

jaminan  kecelakaan kerja dan jaminan  kematizn  sesuai dengan

<etentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribuat

Pasal 21

Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat {1) huruf ¢ diberikan pakaian dinas dan atritbut.



(2}

(3)

(2]

{3

{4

(2]

(1}

Pakaian dings auibut sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdini atas :
pakalan sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 [satu) tahun;
pakaian sipil resmi disediakan 1 {satu) pasang dalam 1 {safy) tahun;
pakaian sipil lengkap disediakan 2 [dua) pasang dalam 5 {lima) tahun;
palaian dinag hartan lengan panjang disediakan 1 [(satul pasang
dalam 1 (saty) tabun; dan

¢, pakaian yarg bercirikan khas daerah disediakan 1 (saty) pasang

dalam 1 [satu] tahun.

poop

Pakain dinas dsn atribut sebagaimana dimaksud pada ayat ()
disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan
memperiimbangkan prinsip efisiens, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Kelirna
Tunjangain Kumah Negara dan Periengkapannya Seria
Tunpanean Kendaraan Dinas Jabatan

Pasgl 22

FPimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapanniva serta
kendaraan diras jabatan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf a dan huruf b sesuat siandar peraturan perundang-undangan.

Rumah nepara dan perlenglkapannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3] huraf o dapat disediakan bagl Anggota DPRD sesuai
standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemakaian raumah negara dan perlengkapanriva serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah
negars dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesual denpgan ketentuan peraturan perandang-undangan.

Pemeltharswan ramaeh negara dan perlengkapannyva serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian ruman
negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibehankan pada APBD.

Pasal 23

Dralamm hal Pimpinan DFRD berhenti atau berakhir masa bakti, maurnah
negara dan perlengkapannya serta lendarsan dinas jabatan wajib
dikembalikan dalem keadsan baik kepsda Pemcrintah Dasrah paling
jambat 1 (satu] bulan sejak rtanpzal berhenti atsn berakhirnva
masa baldl,

Dalam hal Anggola DPRD yang disediakan  rumah negara  dan
periengkapannya berhenti atan berakhir masa bakti, rumal negara dan
perlengkapannya  wajib  dikembalikan dalam  keadaan baik kepada
Perrerintah Daerah paling lambat 1 (satu} buian sejak tanggal berhenti
atau beradchirnya masa balord,

Pazal 24

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan TAng
disedlakan scebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Hdak dapat disewa
pelikan, diguna usahakan, dipindah tangankan, dan/atag diubah status
hulkumnya.

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘idak depat diubah.



Panal 2%

{1} Dalam hal Pewmerintah Daerah belum dapat menvediakan rumah negara
dan kendaraan dinas jabatan bapi Pimpinan DPRID  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang bersangkutarn  diberikan
tunjangan perumahsn dan tunjanpan transportasl,

{2) Dalam hal Penerintan Daerah beium dapat menyediakan mamah negara
bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan,

f3) Tumjangan perumahan dan anjangan transportasi bag Pimpinan DPRD
sebagaimans dimaksud pacda avar (1) diberikan dalam bentuk vang dan
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
sumpah/jan;gi.

[4) Tanjangan perumahsan  sebagaimana  dimaksid pada ayat (2} dan
lunmjangan transportasi bagi Angoota DPRD  sebagaimana dimaksud
dadam Pasal 1Y ayal (3) huraf b dibernben datazn benlok uang dan
dibayarkan setiap  bulan terhitunpg  mulai tanggal  pengocapan
sunpali/ janji.

RPagal b

(1) Besaran tunjangan perumahan schagaimana dimaksud dalam Pasal 25
harus memperhatikan asas keparctan, kewajaran, rasionglitzs, standar
harga setempal yang berlzlon, dan standar luas bangunan dan lahan
rumah pegara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

(2] Besaran tunjangan transportasi zebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar
harga selempal yang berlaku sesusd dengan kelenluan  peraturan
perundang-undangan. :

(3] Besaran tur.janga-n perumahan yang dibayarkan harus scsual dengan
standar satuan huargs sews ramabh yang berluka wuniuk standasr rumeh
regarsa bag;l Fimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belangs
listrik, zir, gas, dan telepan.

{(4) Besaran tunjangen lransportasi yang dibayarkan harus sesva dengan
standar satuan harpa sewa kendaraan yang berlaku untuk standar
kendarsan dinas jabatan hagli Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasiitk hiava perawatan dan biava operasional kendaraan dinas
jabatan.

(Z) Besaran tunjangan perumabian dan tunjangsn transportasi Pinpinan dan
Anpgota OPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahban dan
funtangan transportasi Pimpinar dan Anggota DPRD Provinsi Maluka,

{6} Ketentuan lebin lanjut mengena! besaran tunjangan perumahan dan
tunjangan transportesi diatir dalam Peraturan Walikota Tual.

Pasal 27
Buamah negara dan perlengkapanuya serta kendaraan dinss  jabatan
sebapalimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tunjangan perurmashan dor

funjangan transparrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat
diberizan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD seecars bersamaan.
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Pasal 28

(1] Bagi suami danfatau istr vang menduduki jabatan sebagal Pimpinan
danfatau Anpgota DPRD pada DPRD Kota Tual hanys diberikan salab
satu tunjangar perumnahar,

(2] Bag Pimnpinan dan anggots DPRD yang suami slau istrinya menjabat
sebagal Walikota Tual/Waki)l Walikota Tual tidak diberiken tunjangan
perumahan.

Fasal 29

Bapi Pimpinan dan/atau Angeota DPRD yang diberhentiban sementara tidak
diberikan tumangan perumahan dar tunjangan transportast.

Bagian Keenam
Belania Rumah Tangga Pimypinan DPRD

Bazal 30

(1} Dalam rangka menunjang pclaksanaan fungsi, tugas dan wewenang,
Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah ‘tangea schagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat () huruf ¢ dengan mempertumbangkan
kemampuan keuangan dasrah,

(2% Belanja romah tangga schaganmana ditnaksud pada ayat {1) digunakan
untuk memenuhln kebutuban munimal mnunah tangga Pimpinan DPRD
yvang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

{31! Dalam hal pimpinan DPRD bdak mengegunakan fasilitas numah negara
darn  perlengkapannya, tidak diberikan  belanja rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2] haruf ¢

Fasal 31

Ketertuan mengenal standar kebutuhan minimal sebagsimana dimaksud
dalam Pasal 30 avat (2] diatar lebilh Yagyat daiam Peraturan Walikota Taal
dengan berpedoman kepads peraturan perundang-undangan,

BAB IV
UVANG JASA PENGABUDIAN PIMPINAN
DIAN ANGGOTA DPRD

Pa=al 3%

(1] Pimpinan atan Anggota DPRD wyang meninggal dunia atau mengakhirl
masa bakiinya diberikan uang jasa pengabeian,

(2] Besaran uang j&sa pengabdian sebapaimana dimaksud pada avat (1)
discsuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan
ketenman :

a. masa balsyl kurang dar: atau sampat dengan 1 {satu) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian ssoesar @ {satu) bulan uang representasi;

b.masa bakti sampat dengan 2 (dua) tahun, diberiban vang jasa
pengabdian sebesar 2 (dural bulan uwang representast;

¢. masa balkti sampal dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian sebesar 3 [tigz] bulan uang representast,

d. masa bakti sampai dengan 4 [empat) tabun, diberitan vang jasa
penigabdian sebesar 4 jempet) bulan vang representusl, dan
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(2)

(3]

(1)

e. masa bakt sampai dengan & [lima) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian sebesar 5 {lima} bulan atau paling banyak 6 {enam) bulan
uang resresentasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DFRD meninggal dunia, uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diberikan kepada ahli
warlsiya sesua peraturan perundang-uncangarn.

Pasal 33

FPembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam
Pasa: 32 dilskukan serelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang
bersangkutan diberhentikan dengsn hormat sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpman dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak
hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB WV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Baglan Kesaru
Umum

Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewewenang DPRD,
disedizakan belanja penunjang keglatan DPRD.

Belunju penunjang kegiatan DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
berina :

4. Program;

b. dana eperasional Pimpinan DPR[Y;

c. pernbentukan kelompok pakar atau tim ahli alut kelengkapan DFRD:

d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan

£. belanja sekrerariat frakesi

Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat {3 disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetopkan sesuzl dengan peraturan
nerundang-undangan.

Bagian Kedua
Frograume

Pasgal 335

Frogram sebagaimana dimalksud dalam Pasal 34 ayat {2) huruf a terdir

atas

a. penyelenggarasn rapat;

b. kunjungan kerja;

c. pengkajian, penelaahan, dan pecnylapan Perda;

d. prrungkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia i
lingkungan DPRD;

£. koordinasi dan konsnltas) kegiatan pernerintahan den
kemasyarakaten, darn

f. program lain sesual dengan fungsi, tugas, dan wewenang DFRD.

Program schagainana dincaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam
beberapa  kegiatan  dalam  rencana  kesja  sesual  peraturan
perundang-undangan.
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{1]

(2]

{L;

i)

(3)

{4

{5}

Bagian Ketiga
Dana Operasinnal Pimpinan DPRD

Pazal 36

Untuk menunjang  kegiatan  operasiopal  yang  berkattan  dengan
reprezentasi, pelayapan, dan  kebutuhan  lan guna  melancarkan
pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD  sehari-har, Pimpinan DPRD
diberikan dana operasional sebagalimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2] hurul b,

Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setap
bulan dengan memperimbangkan  Kemampuan  keuvangan  daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13

Pasal 37

Penganggaran dana cperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan keteotuan sebagal
berikut

a. Ketua DPRD, dengan kelempok kemampuan keuangan daerah :
1] tinggi, paling banvalk § [enam) kals;
2] sedang, paling banyvak 4 {emnpar) kali;
3) rendah, paling banyak 2 (dua) kall dan uang representast
Hetuan DPRED;
b Walkil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan kenangan daerah -
1] tinggl, paling banyaic 4 (empat) kali;
2t scdang, paling banyak 2,5 {dua koma lirna) kal;
2y rendah, paling banyelk 1,5 (satu koma lima] kali, dadi uang
representasi wakil ketun PRI

Pernberian dana aperasional sebagaimana  dimaksud pada ayat (1
dilatnikan setiap bulan dengan ketentuan :

a. 80% {delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua
maya atau disebut lampsum, dan

b. 20% [dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.

Dana operasiona:; sebagainana dimaksud pada ayat (2] diperpunakan

untul :

a. representas], anlara koo menyampatkan berbapsi informesi den
permasalshan  yang &ada  di masyarakat, melaksanakan dan
memasyarakatkan Keputusan DPRED kepada seluruh Anggota DPRD;

b. pelayvanarn, gntara laim untuk pelayanan kewnanan dan transportasi;
dan

¢. kebututhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan,
upacara peringatan harl jadi daerah, pelantilkan pejabat daerah,
melakuwan koordinasi dan  konsultasi kepada Lkepala daerah,
musvawarah punpinan daerah, dan tokoh-tokoh masvarakat, menjads
juru bicara DPFRD dan pemberian bantuan Lkepada masvarakat/
kelompek masyarakat vang sifatnya insidental.

Penppunaan dana operasional sebagaimana dimaxsud pada ayat [2) wajib
memperhatilkan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan alountabilitas
zeslal peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan
pembenan schagairnans dimaksad pada ayvat 2 ddak dipunakan sampat
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksad hamas disetorkan
ke rekening kas umum daerah paling lambal tomppal 31 Desember
tahun anggaran berkenaan sesual peraturan perundang-undangan.
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Pasal 38

Pimpinan DPRD dilarang menpgunakan dana eperasional untuk keperluan
pribadi, kclompok, dan/atau golongan.

{2)

(1]

(1)
(2]

(2

Bogian kmectninat
Kezlompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPED

Pasal 39

¢ Untuk menunjang pelaksaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD vang

tercerrnin dalam alat kelengitapan DPRID dan sesual kebunahan, Anggota
DPFRD, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPFRD
dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPFRD sebagmimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {2) huraf c.

Eelompok pakar atan tim ahli alat kelenghapan DPRD sebavaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banvak 3 (tga) orang untuk setiap alat
kelengkapan DFRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Selretarts DPRD.

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahlh alat kelengkapan DFRD
sebagalmana cimaksued pada ayat (1) dilakukan sesuai denzan ketentuan
peraturan perandang-undangan.

Fagal 40

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alas
kelengkapan DPRD didasarkan padya kehaditran sesuail dengan kebutuhan
TIFET aran kegiatan tertenn: DPRTY dan dapat dilakukan dengan harga
satuan orang harn atau crang bulan,

Ketentuan mengenal besaran kompensasi kelompek pakar atsau
tim ahli alat kelengkapan DPRD dietur lebih lanjut dalam Peraturan
Walikota Tual dengan memperhatikan standar keahlan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapman Kelima
Tenaga Ahlt Fralesi

Pasal 41

Urntile mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satn] tenaga ahli fralsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) hurat d.

Tuoaga shli [raks! diangest dan diberhentikan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD.

Penpaclaan tenags ahls “raksi sebagaimana cdimaksud pada ayat {1)
dilakukan sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-undangarn.

Pasal 42

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan
kompensasi dengan nempéerhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi
dan sesuai denpan kernampllan keuanpan daerab.

Kerenluan mengensl besaran sompensasi tenaga anli fraksi sebagaimana
dimaksud pada avat {1) diatar lebin lanjuit dalam Peraluran Walikota Tual
seslal dengan ketentuan peraluran perundang-undangarn.
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Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 43 _

RBelan’a sekretariat fraksi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 35 avar ()
hura e dibiaysi dasr: anggaran Sekretariat DPED  sesuai dengan
kebutuhan DPRD dan sesun dengan gemampuan keuangan daerah.

Belanja sekretariat raksi scbagavnana dimaksud pada ayat [1) terdin
ales peryediaan sarana dan anggaran.

Fenyediazan sayana sebagaimana dimaks=ud pada ayat 12) meliputi ruang
kerja pada sekretariat DPRT dan kelenpkapan kantor sesnat dengan
ketentuan peraturan peruncang-undsngan dan tudak termasub sarana
meobilitas,

i Penyediaan anggaran scbagaimana dimaksud pada syat (2) meliputi

pementhan kebutubhan belanja alat wilis kanteor dan makan manam rapat
fraksi veng disslenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DFRD
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dap kepaturan sesual
peraturan perundang-undangan.

: ' BAB VI
FENGELOLAAN HAK KEUANCGAN DAN ADMINISTRATIF PIMFINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Pasal 44

Fenshasilan, lunjangan kesgiahteraan, vang jasa pengabdian Punpinan
dan Angpota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan
anggaran belanja DPRDY yang diformulasikan ke dalam Kencana Kerja
flan Anggaran Satuan Kerja Peranghkat Daerak Sekretanat DPRD serta
diurszkan ke dalam jenis brelanja sesuail dengan ketentuan peraturan
pErUnCAnE-undangan,

Pengelolaan anggaran belanja DPRD  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilakzanakan sesual dengan peraturan perundang-undangan.
Anpoaran belania DPRD sehagarmana dimaksud pada ayal (2] merupanal
bagian yang tidak terpisahlan dari APBD.

BAE VII
KETENTUAN LATHN-LAIN

Pasat 45

Pimpinan  atgy Angoota DPRD vang dinerhentikan  scmentara cleh
pejabat yang berwenang sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan tetap diberikan hakx keuangan dan administrati{ berupa uang
represenlasl, vang pakel, tidangan keluarga, tunjianzan beras, jaminan
kesehatan, dan jaminan kematian sesuail dengan kelenluarn peroturan
perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan DEED berhalangan sementara lebih dari 30 [biga
puluh] heri dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat
yang berwenang sesual dengan  ketontuan  peraturan perundang-
undanpan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak
Leuangan dar administratif vang dipersamaken dengan Pimpinan DPRD
definitif yang digantilean  tecthitung moulal tanggal 1 satul bulan
berikutnya,



Pazal 46

Hal-hal vang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih
lanjur dalarn peraturan Walikota,

BAE VIIT
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 47
Peraturan  Walikota sebagai  pelaksanaan dari Peraturan Daerah imi

diterapkan paung lambat 1 {salul bulan sejak Peravaran Daerah il
diundengkan.

Faszsal 45

Pada saat Perataran Daerah imt mulal berlaleu, Peraturan Daerah Kota Taal
MNomwor 06 Tahun 2014 tentarg Perubahan atas Peraturan Daerah Kola Tual
Nomuar 03 Tahun 2009 tentang Polkok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daercah,
sepanjang mengatur mengsonal hak keuangan dan administratif pimpinan
dan anggta DPRD Kota Tual dicabut dan dinyazalkan ridak berlaku.

Poagal 18

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Diaerah ini dengan penempatannya dalem Lembaran Daersh Kola Tual.

mimgl
Yila tanaed 5 Cktober 2017

Diundatigkan di Tual

p:a._ti?.. 443_5‘315'35 Oltoher 2017
‘.’L’r.”%ﬁéﬁ' ARIS\DABRAH KOTA TUAL,

f '

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2017 NOMOR 96

NDREG‘ PERATURAN DAERAH KOTA TUAL PROVINGI MALUKU :
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PEMN.JELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TUAL
KOMOE O TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL

LI

Undanp-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah menegaskan bahws penyelenggaraen pemerintashan  daerah
dilaksanakan oleh DFRD dan Kepala Dacrah vang berkedudukan sebhagan
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh
rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan
kepade daergh. Sehagai salah satu ansur penycolenggara pemerintahan
daerah, DPRD diharapkan mampu mmembawa nilai-milail demokratis dan
mempetjuangkan aspirasi vakyat dan dasrah.

Tolak ukur keberhasilan DPFRED menjalankan amanat rakyat tidak
terlepas dan sumber daya manusia, intepritas, dan kredibilitas Pimpman
dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perln dilatclkan
koordinas. antara DPRD dan Pemerintsh Dasvah agar terjalin hubungan
yvang haik, harmonis, serta tidak =saling mendominasi satn sama lain.
Pemingeatan  kerjs sama secars kelembagsan  dilalisanskan meiabus
keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pthalke dan tetap
menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihale lain, schingga pola
kescimbangan pengelolaan pemerintahan dacrah yang didakukan dapat
memberikan marfaat secara signifikan bagl peningkatan kesejahteraan
raloyat di dasrah lersebuat, ' '

Untik dapat beralannva peola kesdimbangan pengelolaan pemerintahan
dasran perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengatiiran
tentang hak keluangan dan administratif Fimpinan dar Angeota DPRED,
selain  untuk meningkatkan peran dan  tanggung jawab lembaga
perwalalan rakyat daerah dalam rangka mengembanglan kehidupan
dernokrasi, menjamin keterwakilen ralyat dan cdaerah  dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lerbags, mengembangkan
mekanisme kescimbangan anrara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta
meningkatkan KkKualitas, produktivitas, kinerga DFRD, juga untak
mewildkan keadilan dan Kesejabhteraan.

Maten muatan Peraturan Pemerintab ini juga menata sekretariat fraksi
melalui penyedigan sarana, anggaran, dan enaga ahl fraksl oleh
selkretariat DFED. Begitu pula dalam bal meningkatkar kualitas kinerjg
alat kelengkapan DPRD diatur pula mengenal pembentulkan kelompaok
palkar atau tim ahh alat kelengkapan DPRD.

PASAL DEM] PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Fasal 2

Pasgal 3
Fasai 4
Pasal 5

Pazal &

Paszal 7
Pagal #

Pasal 9

Yang dimaksud dengan  “pajaknya”  adalah pajak  artas
penenastlan schubungan dengan pekerjanan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalan bentuk apa pun yang difenima atan
diperoleh wagib pajak orang pribadi dalam aegeri sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.
Cukuay jelas.
Culup jelas.

Avvar 11}
Cukup jelas.

Avat {Z)
Tunjangan kciuarga diberikan dalam bentuk tunjangan
isirt/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan
Anggota DPFRD  yang memiliki  istri/suami dan anak
vang sah berdesarkan ketentuan peraturan pernindang-
undangan.

Ayat (3}
Culmp jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Culnap jelas.

Pasal 10

Paszal 11

Culkup jelas,

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Cukyp jelas.
Cukoan iekas,

Culiug jolas,

Pasal 15

Cukup jolas.

Fasal 16

Cukup jelas.

Fasal 17

Puasal 18

Pamal 1O

Cukup jclas.
Culoup ‘elas.

Avat (1}
Yang dimaksud deongan “perneriksaan keschatan vang
bertijuan uniuk mengstabuai status kesehatan® adalah
medical check up.

Avat (2]
Cukup jelas.

Avar {3)
Cukup jelas,
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Pasal 20
Culkup jelas.
Pagal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “ramah negara” adalah
yvang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungs
tempat inpggal atawe humian dan sarana pe
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabat
Ayat (2
Culoup jelas.
Avat {3)
Culkup jelas.
Aval (4}
Cukup jelas.

Pa=zal 23
Cukup jelas.
Pagal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Culoup jelas.
FPaszal 36
Cukup jelas.
Pasel 27
Yang dimaksud dengan *udak dapat diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD secara bersamaan” adalah bahwa jika telah
disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipala: ramah
negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan
maka tidak dapal diberikan tunjangan  psrumahan  dan
tumangan transportasi, hegituw pula schaliknya.

Pasal 253
Cukugp jelas.
FPasal 25
Culkup jelas,
Fasal 30
Cukup jclas,
Paszal 31
Cuxup jelas.
Pasal 32
Culoup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Faosal 34
Ayart 1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Betanja penuejang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai
permbavaran uang lelsh/insentiffvang kehomnavan /uang
saku atau scjenisnya dalam mengikutl kegiatan-kegiatan
DIRD,
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 45
Culoap jelas.



Pasal 26

Avat [1]

Yung dimaksad  dengan  “representasl”  antara  lain
menyampalkan berbapal informast dan permasalahan yang
ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan
kebijakan DPRD kepada seburul Angrols DPRED.

Yang dimaksud dengan *pelayanan” antara lain untul
pelavanan, keamanarn, dan transportasi guna mendukung
kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil keoua DPRD.

Yanp dimakszud dengan “kebutuhan lain® antara lain unitek
mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan han
jadi  daeah, pelantikan  pejabat daerah, melaxmukan
koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah,
musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat,
menjadi jura hbicara DPRD dan  pembernan bantian
kepada masyvarakat/kelompok masyarakat yang sifatnva

insidental.

Ayat {2
Cukup jelas.

Fasal 37

Culkuap jelas.
Paganl 35

Culiap jclas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Fazal 41}

Cukup jelas.
Pazsl 41

Cukup jslas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup 'clas.
FPesal 44

Cukup “elag.
Pasal 45

Cukup jelas.
Fasal 46

Culkup jelas.
Fasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Faszat 49

Culkup jelas.
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